Samsat Sulsel Bebaskan Denda Pajak Kendaraan
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Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, kembali memberikan insentif
pajak kendaraan kepad amasyarakat melalui Keputusan Gubernur nomor
440/1V/2024, tangal 24 April 2024. Ada sejumlah insentif yang diberikan
kepada masyarakat, khususnya yang terkait dengan pajak kendaraan
bermotor.

Kepala Bapenda Sulsesl Dr. Reza Faisal Saleh mengatakan, saat ini
Bapenda Sulsel memberikan insentif berupa penghapusan denda pajak
kendaraan. “Salah satu insentif yang diberikan berdasarkan keputusan ini
adalah penghapusan denda pajak bagi pemilik kendaraan yang akan
melakukan balik nama kendaraan. Pemilik baru harus melakukan balik nama
kendaraan ke namanya mumpung ada pembebasan denda pajak kendaraan,”
katanya.

Selain penghapusan denda pajak, lanjutnya, bagi wajib pajak yang
melakukan balik kendaraan akan menikmati Bea Balik Nama (BBN) II-nya.
“BBN II yang tarifnya satu persen dari NJKB itu juga dihapuskan. Masyarakat
tinggal membayar biaya lain yang terkait dengan proses BBN II, seperti biaya
BPKB, STNK, dan TNKB nya,” ungkapnya. la menambahkan, dalam keputusan
Gubernur terbaru ini, juga diberikan diskon pajak kendaraan terhadap
beberapa jenis kendaraan. “Pertama diskon 40 persen bagi kendaraan
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angkutan umum orang atau plat kuning dan diskon 30 persen untuk angkutan
barang,” jelasnya.

Pemberlakukan insentif ini, lanjutnya, berlaku hingga 30 Juni 2024.
“Untuk itu, kami imbau kepada masyarakat yang ingin memanfaatkan adanya
insentif ini, dapat berkunjung ke Kantor Samsat Palopo atau pelayanan
Samsat terdekat lainnya,” ungkapnya. Insentif ini bisa dinikmati di seluruh
samsat Sulsel dan Layanan unggulannya. Selain tunai, saat ini pajak
kendaraan dapat dilakukan dengan cara nontunai melalui aplikasi Bapenda
Sulsel Mobile, Singal, melalui Qris, dan masih banyak lagi.

Selain itu, Drive Thru AP Pettarani, Kota Makassar, mulai membuka
layanan hingga malam hari, Drive Thru AP Pettarani sengaja memberikan
pelayanan hingga malam, untuk mempermudah para wajib pajak yang
memiliki kesibukan di siang hari. Kepala Badan Pendapatan Daerah
(Bapenda) Sulsel, Reza Faisal Saleh mengatakan, pelayanan Drive Thru AP
Pettarani hingga malam sebagai respons Pemprov Sulsel terhadap kebutuhan
masyarakat. “ Banyak masyarakat yang pagi hari, siang hari masih sibuk
dengan aktivitasnya maka tidak sempat bayar pajak,” katanya. “Makanya,
khusus layanan drive thru kita di Pettarani, buka sampai malam. Jadi untuk
mengakomodir para wajib pajak yang bekerja siang hari, baru bisa bayar
kalau pulang kantor,” tambah Reza. Ia menjelaskan, Pemprov Sulsel baru
membuka Drive Thru AP Pettarani yang memberikan pelayanan hingga
malam. “Untuk tahap awal di situ karena kita lokasinya di tengah kota, cukup
diketahui oleh masyarakat. Jadi kita cukup di situ dulu untuk tahap awal,”
kata dia. Tidak hanya itu, Pemprov Sulsel juga memberikan diskon pajak
kendaraan untuk angkutan barang dan angkutan penumpang. la mengatakan,
diskon untuk angkutan barang sebesar 30 persen dan diskon untuk denda
pada angkutan penumpang sebesar 40 persen.

Sumber Berita :

1. https://bapenda.sulselprov.go.id/v1/2024/04/26/samsat-sulsel-bebaskan-denda-
pajak-kendaraan/ 26 April 2024.

2. https://sulsel.pojoksatu.id/makassar/1144599688/terbaru-drive-thru-ap-
pettarani-buka-layanan-sampai-malam-hingga-diskon-pajak-kendaraan 30
April 2024.

Catatan :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah Pasal 31 ayat (1) yang menyatakan: Pendapatan asli
Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf a meliputi:

a. pajak daerah;
b. retribusi daerah;
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c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
d. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

2. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77
Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah Hal 26
yang menyatakan: 8. Penerimaan Daerah yang dianggarkan dalam APBD
merupakan rencana Penerimaan Daerah yang terukur secara rasional yang
dapat dicapai untuk setiap sumber Penerimaan Daerah dan berdasarkan
pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77
Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah Hal 30
yang menyatakan: c. Pajak daerah dirinci menurut objek, rincian objek dan
sub rincian objek. Ketentuan lebih lanjut mengenai pajak daerah diatur
dengan Perda yang berpedoman pada undang-undang mengenai pajak
daerah dan retribusi daerah.

4. lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77

Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah Hal 30
yang menyatakan:
d. Retribusi daerah dirinci menurut objek, rincian objek dan sub rincian
objek. Ketentuan lebih lanjut mengenai retribusi daerah diatur dengan
Perda yang berpedoman pada undang-undang mengenai pajak daerah dan
retribusi daerah.

5. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77

Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah Hal 30
yang menyatakan:
e. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dirinci menurut
objek, rincian objek dan sub rincian objek. Hasil pengelolaan kekayaan
daerah yang dipisahkan merupakan penerimaan daerah atas hasil
penyertaan modal daerah.

6. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77
Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah Hal 30-
31 yang menyatakan:

f. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah merupakan penerimaan
daerah selain pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan
kekayaan daerah yang dipisahkan yang dirinci berdasarkan objek, rincian
objek dan sub rincian objek sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah dapat
dikelola di SKPKD maupun SKPD. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang
sah terdiri atas:
1) hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan;
2) hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan;
3) hasil kerja sama daerah;
4) jasa giro;
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5) hasil pengelolaan dana bergulir;

6) pendapatan bunga;

7) penerimaan atas tuntutan ganti kerugian Keuangan Daerah;

8) penerimaan komisi, potongan, atau bentuk lain sebagai akibat
penjualan, tukar-menukar, hibah, asuransi, dan/atau pengadaan
barang dan jasa termasuk penerimaan atau penerimaan lain sebagai
akibat penyimpanan uang pada bank, penerimaan dari hasil
pemanfaatan barang daerah atau dari kegiatan lainnya merupakan
Pendapatan Daerah;

9) penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap
mata uang asing;

10) pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan;

11) pendapatan denda pajak daerah;

12) pendapatan denda retribusi daerah;

13) pendapatan hasil eksekusi atas jaminan;

14) pendapatan dari pengembalian;

15) pendapatan dari BLUD; dan

16) pendapatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.
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